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PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT
BENCANA NON ALAM PANDEMI COVID.lg

DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) diperk-rkarr langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu,
terkoordinir dan sinergis antara Lernbaga/lnstansi vertikal terkait dan perangkat
daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta untuk men'renuhi
tarEet vaksinasi yang telah ditetapkan Pemerintah dalam penanggulangan
Bencana Non Alanr Panderni Covid-19 sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Presiden R"I Nomcr 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran
Menteri Kesehatan R,"1. Nornar HK.02.02//II|25UZAZ2 tentang Vaksinasi Cavid-
l-9 Dosis Lanjutan (Boaster), maka penlu dilaksanakan Vaksinasi Covid-19 Dosis
Lanjutan (Boosteri untuk meningkatkan proteksi individu te rutama pada

kelompok masyarakat rentan karena efektivitas vaksin sebelumnya telah
menurun dengan cara memberikan dukungan bantuan sembako kepada
masyarakat yang melakukan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Hairnahera Barat;

b, bahwa berdasarkan ketentuan Bab Ii Anggaran Pendapatan dan Belanje
Daerah hurud D angka 4 huruf j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah
menyebutkan bahwa Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan Kepala Daerah
menrtapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nCIn alam,
bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan set:agaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status
Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-l9 di Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2A22.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah*daerah
Swatantra Tingkat iI Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat i Maiuku
menjadi Undang*undang;

2. Undang-undang Ncmor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menuiar;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maiuku Tenggara Barat,
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Haimahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi lvlaluku
Utara;

5, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor L Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Ncmor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. L.Indang-undang Nomor 36 Tahur"r 2009 tentang Kesehatan;
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11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah

Penyakit Menular;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
16. Peraturan Presiden R,i Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

Felaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Desease 20i9 (COVID-19);

17. Keputusan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencan*
IiJon Alam Penyebararr Corcna Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana
Nasional;

18. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pecloman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019
(covrD-1e);

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK,01.07/Menkes!642417*2L tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pande*:i
Covid-19;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nonror 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2AZZ;

23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2022.

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK,02.02111175U2077 tentanE
Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).

2, Telaahan Stat Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab, Halmahera Barat Nontar : 4441A912027 tentang
Proposal Pemberian Stimulan Sembako kepada Masyarakat Penerima Vaksin

Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alanr Pandemi

Covid-l9 di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2422.

Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah

dalam rangka penanganan keadaan darurat Bencana l,'lon Alam Fandemi

Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat sejak tanggal 10 lanuari 2422 sampai

dengan 31 April 2422.
Langkah-langkah penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi
Covid 19, sebagai berikut:
1"" Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKF{)

Mikro dengan mengoptimalkan Fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19
di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupatenlkota,
kecamatan, desa se*a Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan
rnenjalankan fungsi-fungsi antara lain:
a. Pencegahan;
b. Penanganan;
c. Pembinaan; dan
d. Dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19.

2. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat CCVID-19, untuk
rnenemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam
kor:runitas.
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3. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M

(memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand Sanitizer, menjaga
jarak, rnengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing'

iracing, Can treitnTent) serta mernpertimbangkan faktor ventilasi, udara,

dur-asi dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko penularan COV1D-19

varian Omicron.
4. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daeral"l

{forkopimcla) dan perrtangku kepentingan lainnya diantaranya T*koh

Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat
lbadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat

Perbelanjaan/Mall dan Pelaku L}saha serta pihak lain yang dianggap perlu

sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka

penceEahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
5. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk

mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang rneliputi ruang perawatan isolasi

dan ruang ICO (intensive Care tJnit) beserta logistik pendukung seperti

obat dan nksigen,
6. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah n'lasinE-

nrasing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 7*CIlc {tujuh pltluh

persen) untuk dosis pertama dan khusurs lansia capaian 600/o {enam puluh

persen) untuk dosis pertama clengan menggunakan semua jenis vaksin.

Jangan hanya menggunakan CoronaVac / Sinovac-Bio Farma narnun juga

mengoptimalkan vaksin Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson. Selain itu

perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 (dua) sehinEga

mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua,

T. Melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas)

tahun jika sudah mernenuhi capaian 70olo (tu3uh puluh persen) untuk dosis

pertama dan lansia 600/o (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan

mengEunakan vaksin CoronaVac / Sinovac-Bio Farma.
g. Melakukan vaksinasi proEram dosis ianjutan (booster) bagi masyarakat usia

18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksinas! primer dosis lengkap

minimal 6 bulan sebelumnya dengan prioritas yaitr..l kelompok laniut usia

dan penderita imunokomPromais.
Teknis Pelaksanaan kegiatan sebaEaimana dimaksud Diktum Kedua, diatur oleh

Kepala Dinas Keselratan, Pengendalian Penduduk & KB Kab, Halmahera Barat.

Kepala SKPD yang melaksanakan Belanja Tidak Terduga (Bfil sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya mengajukan R.encana Kebutuhan Belanja Tidak

Terduga (BTI) kepada PPKD selaku BUD,

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Haimahera Barat Tahun Anggaran 202?'.

Keputusan ini berlaki.l pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di
pada tanggal 2422

BTJPATI I]ARAT.,

Jailolo
10 Jar

{erfiib$sa$ I Dlsampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara diTernate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halrnahera Barat di Jailolo,

5" Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di lailolo,

Kadis Kesehatan, PP & KB
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